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ABSTRACT
The use of information technology is characterized by the emergence of various innovations, one of which is an Institutional
Level of Financial Application System (SAKTI) initiated by the Directorate General of Treasury. The innovation is planned to be
applied to all central government in Indonesia. In its implementation, there are several problems, including delays in
implementation, minimum information, a less optimal level of understanding and knowledge at the user. This study aimed to
explore the innovation diffusion and adoption process of the SAKTI application at KPP Sleman. This study utilized a case study
with a descriptive approach. The results show that SAKTI is needed in financial management, which is spread through various
types of communication channels with assistance as the key to successful implementation. Diffusion acceleration is supported
by a homophily nature between change agents and adopters with supporting external and internal environments. In the
adoption process, the benefits of adopter practice are more dominant than economic benefits. Innovation decisions influenced
by the role of the leader, and there are some improper procedures at the implementation stage. Evaluation of the SAKTI program
needs to be carried out by the Directorate General of Treasury, especially concerning its innovations, training processes, trainer
competencies, and communication media used.
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ABSTRAKPemanfaatan teknologi informasi ditandai dengan munculnya berbagai macam inovasi, salah satunya Sistem AplikasiKeuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang diinisiasi oleh Ditjen Perbendaharan. Inovasi tersebut telah digaungkan sejak lamadan direncanakan akan diterapkan pada pemerintah pusat di Indonesia. Dalam implementasinya, masih ditemui beberapapermasalahan diantaranya adalah penundaan waktu implementasi, minimnya informasi serta tingkat pemahaman danpengetahuan di level pengguna yang masih belum optimal. Tujuan penelitian ini adalah memahami proses difusi inovasiaplikasi SAKTI dan melihat bagaimana proses adopsi inovasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Sleman. Metode penelitian iniadalah studi kasus dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SAKTI dibutuhkan dalampengelolaan keuangan di KPP Sleman yang penyebarannya melalui berbagai macam saluran komunikasi denganpendampingan sebagai kunci keberhasilan implementasi. Percepatan difusi didukung dengan sifat homophily antara agenperubahan dan adopter serta lingkungan eksternal dan internal yang mendukung. Pada proses adopsi, keuntungan dari sisipraktek dirasakan adopter lebih dominan ketimbang dari sisi keuntungan ekonomis. Keputusan inovasi bersifat otoritaskarena cenderung dipengaruhi oleh peran pimpinan, sedangkan pada tahap implementasi masih ditemui beberapa proseduryang tidak sesuai. Oleh sebab itu, evaluasi program SAKTI perlu dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai pemilikprogram terutama kaitannya dengan bentuk inovasi, proses pelatihan, kompetensi trainer, dan media komunikasi yangdigunakan..
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1. PENDAHULUANPerkembangan teknologi telah memicuinstansi pemerintah untuk aktif berinovasi gunamewujudkan semangat good governance. Salahsatunya adalah instansi Direktorat JenderalPerbendaharaan yang mengembangkan sistemterbaru dalam bidang pengelolaan keuangan negarayang dikenal dengan Sistem Perbendaharaan danAnggaran Negara (SPAN) dan Sistem AplikasiKeuangan Tingkat Instansi (SAKTI).SPAN dan SAKTI merupakan inovasi di bidangpengelolaan keuangan negara berbasis teknologiinformasi. Wacana untuk implementasi keduasistem ini sudah dimulai dari tahun 2009 (Fuady,2017: 299). Pada tahun 2014, SPAN telah berjalandan telah dirasakan manfaatnya hingga sekarang,sementara SAKTI sampai saat ini masih dalam tahap
piloting. Usaha implementasi SAKTI secaramenyeluruh kepada satuan kerja di KementerianNegara/Lembaga sampai saat ini masih terusberlanjut.Pemanfaatan teknologi informasi untukkeperluan pelaksanaan tugas pemerintahanmemang semestinya dilakukan, karena pada eradigital seperti sekarang, semestinya harusmengikuti atau kita akan tertinggal dengan yanglain. Menurut Lull dalam Rianto (2016: 311)penggunaan teknologi dalam kehidupan modernmerupakan suatu keniscayaan, sehinggamenurutnya barang siapa yang tidak menggunakanteknologi atau tidak dapat memanfaatkan teknologidalam sebuah lingkungan global seperti sekarangini, maka niscaya mereka akan ketinggalan zaman,ketinggalan dalam kemajuan ekonomi, sosial,budaya dan bahkan politik. Dengan kata lain, tanpateknologi sebuah negara ataupun masyarakat akantertinggal dalam hal peradaban.SPAN merupakan sebuah sistem yang ada dilingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu)untuk mendukung otomatisasi sistem daripengguna anggaran yang ada disetiap KementerianNegara/Lembaga. Sedangkan SAKTI merupakansistem aplikasi yang dibangun guna mendukungpelaksanaan sistem perbendaharaan dan anggarannegara pada tingkat instansi yang meliputi modulpenganggaran, modul komitmen, modulpembayaran, modul bendahara, modul persediaan,modul aset tetap, modul akuntansi dan modulpelaporan dengan memanfaatkan sumber daya danteknologi informasi. SAKTI merupakan aplikasiyang digunakan sebagai sarana bagi satker dalammendukung implementasi SPAN. Denganmenggunakan aplikasi SAKTI maka aplikasi yangada pada satuan kerja akan mengalami perubahanyang signifikan yaitu dengan meleburnyabermacam aplikasi yang digunakan saat ini sepertiaplikasi RKA-KL untuk penganggaran, AplikasiSIMAK-BMN untuk penatausahaan Aset, aplikasi

PERSEDIAAN, aplikasi SAS untuk pencairan dana,aplikasi SILABI untuk bendahara dan aplikasi SAIBAuntuk pelaporan menjadi aplikasi tunggal yangterintegrasi yang disebut dengan SAKTI.Keenam aplikasi di atas digunakan oleh satuankerja saat ini. Aplikasi-aplikasi tersebut bersifatterpisah (standalone), sehingga datanya jugaterpisah. Padahal untuk mengoperasikannya, datadari masing-masing aplikasi saling berkaitan.Sebagai contoh, untuk mengoperasikan aplikasiSAIBA diperlukan data dari aplikasi RKA-KL, SAS,dan SIMAK-BMN. Begitupula aplikasi yang lainseperti SAS dapat dijalankan setelah data pagu hasilpenyusunan anggaran dari RKA-KL telah selesaidiproses. Dengan demikian, para pengguna aplikasiuntuk dapat melaksanakan aktifitasnya sepertipencatatan transaksi keuangan perlu melakukanproses input data secara berulang pada aplikasitersebut. Hal tersebut yang dapat menimbulkanterjadinya kemungkinan kesalahan.Penerapan sebuah sistem teknologi informasimerupakan sebuah hal yang menantang, banyakrintangan dan permasalahan yang mungkin harusdihadapi. Sebagai sebuah sistem baru yangmerupakan wujud inovasi dalam pengelolaankeuangan negara, SAKTI tentu akan menghadirkanragam tantangan yang akan dihadapi dalamimplementasinya. Sistem ini akan menggantikansistem yang selama ini ada, sehingga perlu adanyaupaya-upaya sistematis menyangkut komunikasiagar sistem ini dapat diterapkan oleh seluruhsatuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.Berbeda dengan SPAN, SAKTI yang melibatkanpihak eksternal tentu memerlukan tahapan-tahapan khusus sebelum sistem ini diterapkan olehseluruh satuan kerja pada KementerianNegara/Lembaga. Sampai saat ini, implementasiSAKTI masih dalam tahap piloting. Piloting SAKTIdiartikan sebagai serangkaian kegiatan untukmengoperasikan SAKTI dengan menggunakansumber daya manusia, bisnis proses, infrastruktur,dan teknologi pada unit-unit yang ditunjuk atauuntuk memastikan SAKTI dapatditerapkan/dioperasikan secara menyeluruh.Berdasarkan temuan pra penelitian, tampakpermasalahan yakni penundaan waktu pelaksanaanyang dapat dimaknai bahwa terdapat kendala atauhambatan dalam implementasi SAKTI. Kegiatan
piloting SAKTI ini melibatkan banyak pihak, baikdari sisi Ditjen Perbendaharaan sebagai inisiatorprogram inovasi ini maupun dari pihak-pihak yangnantinya akan melaksanakan program tersebut. Jikasemua berjalan lancar, maka SAKTI akan digunakanoleh seluruh satker Kementerian Negara/Lembagadi Indonesia yang jumlahnya mencapai kurang lebih25 ribu satker atau mencapai 100 ribu penggunaSAKTI. Mengingat jangkauan dari program inisangat luas, maka dilakukan piloting di lingkungan
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Kementerian Keuangan. Memang dalam tahapan iniseolah hanya melibatkan satu Kementerian, namunjika dilihat dari segi jumlah satker dan orang yangterlibat maka akan menjadi sebuah usaha perlumendapat perhatian besar. Sebagai pihak inisiatoradalah Ditjen Perbendaharaan, sehingga akanmenjadi komunikator atau sumber pesan dalammelakukan difusi inovasi program SAKTI tersebut.Selain itu, penelitian ini juga menemukanbeberapa permasalahan lainnya misalnya sepertidisampaikan oleh informan yang mengatakanbahwa kurangnya informasi untuk proses tahapanpendampingan, keluhan mengenai kurangnyapelatihan, dan kendala komunikasi sewaktu terjadimasalah teknis. Dikatakan bahwa apabila terjadimasalah dalam sistem aplikasi atau jaringan, makapengguna dan trainer kesulitan untuk mencaribantuan. Kemudian menurut survey yang dilakukankantor pusat ditemukan bahwa tingkat pemahamandan pengetahuan tentang SAKTI masih belumoptimal.Berpijak dari beberapa permasalahantersebut, penting untuk dikaji bagaimana prosesdifusi dan bagaimana proses adopsi program SAKTItersebut. Sebab, tujuan utama dari program SAKTIini adalah dapat diterima dan diterapkan olehsatker sebagai aplikasi pengganti dari aplikasi yanglama. Untuk itu penelitian ini mencoba melihatbagaimana proses difusi inovasi program SAKTI danbagaimana program tersebut di adopsi. Perubahanyang diharapkan adalah para pengelola keuangan disatker bersedia menerima dan menggunakanSAKTI. Ditjen Perbendaharaan bertindak sebagaipenyampai pesan akan hadirnya sistem baru yaituSAKTI, sedangkan penerima inovasi adalah parapengelola keuangan di satker yang telah ditetapkanoleh Peraturan Menteri Keuangan, dimana dalampenelitian ini dibatasi pada satker KPP Sleman.
2. LANDASAN TEORI
2.1. Teori Difusi InovasiMenurut Suciati (2017: 89) teori difusi inovasisangat tepat diterapkan dalam konteks komunikasipembangunan di negara-negara yang sedangberkembang seperti di Indonesia. Sumadi Dilla(2007: 4) mengatakan bahwa komunikasipembangunan bertujuan untuk menyampaikan,mengkaji, dan menjelaskan tentang suatu isu, ideatau gagasan aktual yang berkaitan denganperubahan menuju pembangunan masyarakat.Komunikasi pembangunan merupakan strategikomunikasi seluruh masyarakat atau komponenkomunikasi dari sebuah rencana pembangunannasional (Abrar, 2002: 200). Lebih lanjut Abrar(2002: 192) mengelompokkannya dalamkomunikasi penunjang pembangunan. Daripernyataan para pakar tersebut maka dapatdisimpulkan bahwa pada dasarnya teori difusi

inovasi oleh para ahli dikategorikan dalam kontekskomunikasi pembangunan.Pada era global sekarang ini, organisasilembaga pemerintahan dituntut untukmelaksanakan seluruh tugas dan fungsinya secaralebih profesional, berkredibilitas, dan memilikikualitas dalam pelayanan publik. Untuk itu, setiaplembaga organisasi pemerintahan diharapkanmelakukan reformasi birokrasi. Keberhasilanreformasi birokrasi dipengaruhi oleh proseskomunikasi dan penyebaran informasi yangberkaitan dengan inovasi tersebut yang terkaitdengan teori difusi inovasi (Rusmiarti, 2015). Padapenelitian ini, teori difusi inovasi akan digunakandalam konteks organisasi pemerintah terkait prosespenyebaran inovasi di bidang teknologi informasi.Teori Diffusion of Innovations dipopulerkanoleh Everett Rogers pada tahun 1964 melaluibukunya yang berjudul Diffusion of Innovations.Teori ini dikembangkan Rogers sebagai suatu teoriyang berusaha menjelaskan bagaimana, mengapa,dan seberapa cepat ide-ide baru dan teknologimenyebar melalui berbagai budaya. Secara teori,difusi inovasi menjadi dasar untuk mendukungkeputusan para aktor untuk memakai sebuahinovasi dengan menggabungkan pengaruh yangsaling mengimbangkan dari tingkat inividu, tingkatsub kelompok, tingkat sistem, yang menerangkanperubahan organisasi dan mengurangiketidakpastian (Charles R. Berger dkk, 2014: 349).Rogers (2003) mendefinisikan difusi sebagai prosesdimana inovasi dikomunikasikan melalui salurantertentu dalam jangka waktu tertentu diantara paraanggota suatu sistem sosial. Berger dkk (2014: 350)mengatakan komunikasi adalah saluran primer bagidifusi, mengisyaratkan rute ke arah pemakaian yanglebih mengandalkan mekanisme-mekanismepengaruh sosial daripada aspek-aspek objektifinovasi itu sendiri. Komunikasi dalam definisi iniditekankan dalam arti terjadinya saling tukarinformasi (hubungan timbal balik), antar beberapaindividu secara memusat (konvergen) maupunmemencar (divergen) yang berlangsung secaraspontan. Oleh karena itu, dengan adanyakomunikasi akan terjadi kesamaan pendapat antarwarga masyarakat tentang inovasi.Difusi merupakan salah satu tipe komunikasiyang mempunyai ciri pokok, pesan yangdikomunikasikan adalah hal baru (inovasi). Suciati(2017: 91) berpendapat bahwa sebuah proses difusidipandang sebagai jenis komunikasi khusus dalamrangka penyebaran inovasi. Aida dkk (2016: 10)mengatakan proses difusi ini sangat mirip denganmodel komunikasi yang dirumuskan oleh Berloyaitu sumber, pesan, saluran, penerima dan efek(SMRC). Dalam proses difusi, penyebaran relatifbanyak dilakukan dengan menggunakankomunikasi dua tahap, dimana ada tahap pertama
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dari media (opinion leader) dan penerima tahapkedua (individu-individu).Rogers (2003) mendefinisikan difusi sebagaiproses dimana inovasi dikomunikasikan melaluisaluran tertentu dalam jangka waktu tertentudiantara para anggota suatu sistem sosial. Dengandemikian terlihat elemen difusi yang terdiri dariempat hal sebagaimana diuraikan Rogers (2003)yaitu:a. Inovasi (gagasan, tindakan atau barang) yangdianggap baru oleh seseorang. Kebaruaninovasi diukur secara subjektif menurutpandangan individu yang menerimanya.b. Saluran komunikasi, merupakan alat untukmenyampaikan pesan-pesan inovasi darisumber kepada penerima. Jika komunikasidimaksudkan untuk memperkenalkan suatuinovasi kepada khalayak yang banyak dantersebar luas, maka saluran komunikasi yanglebih tepat, cepat dan efisien, adalah mediamassa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkanuntuk mengubah sikap atau perilaku penerimasecara personal, maka saluran komunikasi yangpaling tepat adalah saluran interpersonal.c. Jangka waktu, yakni proses keputusan inovasidari mulai seseorang mengetahui sampaimemutuskan untuk menerima ataumenolaknya. Pengukuhan terhadap keputusanitu sangat berkaitan dengan dimensi waktu.Paling tidak dimensi waktu terlihat dalam (a)proses pengambilan keputusan inovasi, (b)keinovatifan seseorang (relatif lebih awal ataulebih lambat dalam menerima inovasi), dan (c)kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistemsosial.d. Sistem sosial merupakan kumpulan unit yangberbeda secara fungsional dan terikat dalamkerjasama untuk memecahkan masalah dalamrangka mencapai tujuan bersama. Proses difusiitu sendiri terjadi dalam suatu sistem sosial.Struktur dalam suatu sistem sosialmempengaruhi cara difusi itu terjadi.Pemahaman tentang sistem sosial berkaitandengan difusi inovasi sangat penting.
2.2. Proses Keputusan InovasiWest dan Far dalam Ancok (2012: 34)mengartikan inovasi sebagai pengenalan danpenerapan dengan sengaja gagasan, proses produk,dan prosedur yang baru pada unit yangmenerapkannya, yang dirancang untukmemberikan keuntungan bagi individu, kelompok,organisasi dan masyarakat. Sedangkan Everett M.Rogers dalam Suwarno (2008: 9) mendefinisikaninovasi sebagai suatu ide, gagasan, praktek atauobjek/benda yang didasari dan diterima sebagaisuatu hal yang baru oleh seseorang atau kelompok

untuk diadopsi. Inovasi yang dimaksud Rogers(2003) memiliki karakteristik yang mempengaruhitingkat adopsi yaitu relative advantage,
compatibility, complexity, trialability, dan
observability.Pada awalnya Rogers menerangkan bahwadalam upaya perubahan seseorang untukmengadopsi suatu perilaku yang baru, terjadiberbagai tahapan pada seseorang tersebut, yaitutahap awareness, tahap interest, tahap evaluation,tahap trial, dan tahap adoption. Dari pengalaman dilapangan ternyata proses adopsi tidak berhentisegera setelah suatu inovasi diterima atau ditolak.Kondisi ini akan berubah lagi sebagai akibat daripengaruh lingkungan penerima adopsi. Oleh sebabitu, Rogers merevisi kembali teorinya tentangproses keputusan inovasi sebagai berikut:a. Knowledge. Dalam tahap ini, seseorang belummemiliki informasi mengenai inovasi baru.b. Persuasion. Tahap ini individu tertarik padainovasi dan aktif mencari informasi/detailmengenai inovasi. Tahap kedua ini terjadi lebihbanyak dalam tingkat pemikiran calonpengguna.c. Decision. Pada tahap ini individu mengambilkonsep inovasi dan menimbangkeuntungan/kerugian dari menggunakaninovasi dan memutuskan apakah akanmengadopsi atau menolak inovasi.d. Implementation. Tahap implementasi dariproses keputusan inovasi terjadi apabilaseseorang menerapkan inovasi. Dalam tahapimplementasi ini berlangsung keaktifan baikmental maupun perbuatan.e. Confirmation. Dalam tahap konfirmasi iniseseorang mencari penguatan terhadapkeputusan yang telah diambilnya, dan ia dapatmenarik kembali keputusannya jika memangdiperoleh informasi yang bertentangan denganinformasi semula.
2.3. SAKTI sebagai Inovasi dalam Pengelolaan

Keuangan Negara berbasis Teknologi
InformasiPerubahan lingkungan strategis dan kemajuanteknologi mendorong aparatur pemerintah untukmengantisipasi paradigma baru dengan upayapeningkatan kinerja birokrasi serta perbaikanpelayanan menuju terwujudnya pemerintah yangbaik (good governance). Untuk itulah, menurutAbidin (2016: 159) hal terpenting yang harusdicermati dalam mewujudkan pemerintahan yangbaik adalah sektor pemerintah sebagai pendorongserta fasilitator dalam keberhasilan berbagaikegiatan pembangunan.Abidin menambahkan bahwa sistem teknologiinformasi dibutuhkan dalam pemerintahan untuk
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menjalankan aktifitasnya, yaitu mencatat segalatransaksi yang terjadi dalam pekerjaan danmengolah data-data transaksi tersebut sehinggamenjadi informasi yang penting bagi instansi.Teknologi informasi lebih merupakan pengerjaanterhadap data, karena teknologi informasimenitikberatkan perhatiannya pada bagaimanadata “ditukangi” dengan menggunakan komputerdan telekomunikasi (Abrar, 2003: 4). Sama halnyadengan SAKTI yang mengolah data denganmerekam seluruh transaksi dari mulaipengganggaran sampai dengan pelaporan. ArtinyaSAKTI merupakan bentuk inovasi dalam teknologiinformasi.SAKTI merupakan sebuah sistem yang barudiluncurkan, maka tepat jika dikaitkan dengankonsep inovasi. Sebuah inovasi biasanya selaluidentik dengan kebaruan atau sesuatu yang baru.Rogers (2003: 12) mendefinisikan inovasi sebagai“suatu ide, gagasan, praktek atau objek/benda yangdisadari dan diterima sebagai sesuatu hal yang baruoleh seseorang atau kelompok untuk diadopsi”. Daridefinisi tersebut dapat kita ketahui bahwa inovasidapat dimaknai sebagai sesuatu yang baru yangditerima dan diterapkan oleh suatu komunitastertentu.Berdasarkan kegiatan pra penelitian yangdilakukan oleh peneliti, pelaksanaan piloting SAKTImasih menghadapi berbagai macam permasalahan.Selain masalah penundaan implementasi SAKTIyang terlihat dari peraturan yang terkait, juga masihterdapat masalah yang disampaikan oleh KPPSleman sebagai instansi sasaran penerapanprogram SAKTI seperti masih kurangnya informasimengenai SAKTI, kurangnya pelatihan dalampenggunaan aplikasi, dan kendala komunikasisecara teknis.Berpijak dari kerangka pemikiran di atas,penelitian ini akan mengkaji proses difusi inovasipada aplikasi SAKTI yang dilakukan oleh DitjenPerbendaharaan melalui Kanwil DitjenPerbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta. Teori utamayang digunakan dalam penelitian ini adalah teoridifusi inovasi. Proses adopsi inovasi akan dikajidengan melihat bagaimana proses adopsi di KPPSleman dengan cara mengidentifikasi tahapanproses keputusan inovasi. Tahapan tersebut terdiridari tahap knowledge, persuasion, decision,
implementation, dan confirmation. Namun karenaSAKTI baru saja diimplementasikan, maka tahapanyang akan diidentifikasi dalam penelitian ini hanyamencakup empat tahapan proses adopsi yaitu daritahap pengetahuan sampai dengan implementasi,sedangkan untuk tahap konfirmasi tidak akandipaparkan.Kemudian untuk menganalisis proses difusiinovasi SAKTI dilakukan dengan caramengidentifikasi elemen difusi inovasi yang

ditawarkan oleh Rogers. Elemen difusi yang akandijadikan konsep penelitian diantaranya inovasi,saluran komunikasi, jangka waktu dan sistem sosial.Esensi dari proses difusi menurut Lisa Lindawati(2014: 272) adalah pertukaran informasi antarindividu mengenai suatu ide atau beberapa idebaru. Berdasarkan pemahaman tersebut, makaelemen dasar yang membentuknya yaitu inovasi,komunikator, komunikan, dan terakhir adalahsaluran komunikasi yang menghubungkan keduaunit ini.
3. METODOLOGI PENELITIANPenelitian ini menggunakan pendekatankualitatif dengan metode studi kasus. MenurutRobert K. Yin (2003: 18) studi kasus merupakansuatu penelitian empiris yang menyelidikifenomena dalam konteks kehidupan nyata,bilamana batas-batas antara fenomena dengankonteks tidak tampak dengan tegas, danmultisumber bukti digunakan. Studi kasus inimenjadi satu dari sekian banyak metode yangmempunyai akar yang mendalam (Salim, 2006:116-118). Studi kasus ini merupakan bentukpenelitian yang mendalam tentang aspeklingkungan sosial yang mana manusia termasuk didalamnya (Nasution, 2006: 26). Studi kasus yangdigunakan untuk menelaah bagaimana proses difusidan adopsi SAKTI dalam penelitian ini adalah KPPSleman.Setidaknya ada tiga hal yang menjadikanproses difusi SAKTI sebagai sebuah kasus yanglayak dikaji sebagai sebuah obyek penelitian.Pertama, implementasi SAKTI ini telah mengalamipenundaan waktu yang berulang-ulang. Kedua,keterlibatan banyak pihak menjadikan proses difusiSAKTI menjadi kompleks. Ketiga, SAKTI merupakanwujud inovasi di bidang pengelolaan keuangan yangdiinisiasi oleh Ditjen Perbendaharaan yang kelakakan digunakan oleh satuan kerja di seluruhIndonesia.Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Tipe studi deskriptif berorientasi untukmemberikan deskripsi (gambaran) konteksperistiwa dan ditujukan untuk menjawabpertanyaan “bagaimana” (Rianto dalam Narendra,2008: 83). Tipe studi kasus deskriptif ini memilikikemampuan mendeskripsikan suatu fenomenasecara lengkap dan komprehensif beserta kontekspermasalahan yang melingkupinya (Bill Gillham,2000: 33).Dalam penelitian kualitatif metode yang biasadimanfaatkan adalah wawancara, pengamatan danpemanfaatan dokumen (Moleong, 2014:5). Denganbegitu, data yang dihasilkan adalah berupa kata-kata, gambar, tabel bukan berupa angka-angka.Menurut Sugiyono (2015: 21) penelitian deskriptif
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digunakan untuk menggambarkan dan menganalisasuatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untukmembuat kesimpulan yang lebih luas. Oleh karenaitu, sebagai suatu penelitian deskriptif, penelitianini hanya memaparkan situasi atau peristiwa, tidakmencari hubungan, tidak menguji hipotesis ataumembuat prediksi (Rakhmat, 2014: 24).Penelitian ini dilakukan pada program SistemAplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), yakniuntuk menjawab mengenai “Bagaimana organisasimampu mengkomunikasikan program tersebutsehingga program tersebut dapat diterima danditerapkan?”. Fokus penelitian ini adalah prosesdifusi dan proses adopsi inovasi program SAKTI.Untuk mengetahui proses difusi inovasi, makanarasumber atau informan penelitian ini adalahpejabat eselon 4 yang mengelola publikasi dankomunikasi pada Dit. SITP, pelaksana, dan pegawaifungsional pada Seksi Publikasi dan KomunikasiDirektorat SITP, Kepala Bidang SKKI Kanwil DJPBNDIY, Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi DJPBNDIY. Sedangkan untuk melihat proses adopsiinovasi, objek dan lokasi penelitiannya adalahproses adopsi yang dilakukan para penggunaaplikasi SAKTI di KPP Sleman dan dan para trainerSAKTI Kanwil DJPBN DIY.Data yang dikumpulkan dalam penelitian initerdiri dari data primer dan sekunder.Pengumpulan data primer dilakukan melaluiwawancara mendalam (indepht interview) danobservasi langsung. Sedangkan data sekunderdiperoleh melalui studi dokumentasi.Wawancara mendalam dilakukan untukmemperoleh keterangan mengenai problemkomunikasi dalam proses difusi inovasi programSAKTI. Teknik wawancara dalam penelitian iniadalah semi terstuktur dengan pedomanwawancara (guide interview). Wawancara bersifatfleksibel sehingga dapat disesuaikan denganperkembangan pada saat di lapangan. Wawancaradilakukan secara langsung oleh peneliti denganwaktu dan tempat pelaksanaan wawancaramenyesuaikan dengan jadwal dan kesibukanmasing-masing narasumber. Pelaksanaanwawancara akan direkam oleh peneliti denganmenggunakan alat perekam suara atas seizin darisetiap narasumber. Penentuan narasumber dalamproses wawancara dilakukan dengan metode
purposive, di mana informan memiliki kriteria yangrelevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian(Bungin, 2011).Observasi atau pengamatan juga dilakukanuntuk melengkapi sumber data dari hasilwawancara. Dalam hal ini peneliti melakukanpengamatan terbuka yang diketahui oleh subjekagar subjek tersebut bisa secara sukarelamemberikan informasi kepada peneliti. Studidokumentasi juga dilakukan untuk melengkapi

data. Melalui dokumen, peneliti dapat mengetahuilaporan kegiatan, anggaran, pemberitaan mengenaiprogram SAKTI baik melalui media cetak,elektronik, maupun media daring. Penelitian inijuga akan melihat dokumen, laporan kegiatan,notulen dan dokumentasi lainnya yang ada padaSITP di Jakarta dan Kanwil Ditjen PerbendaharaanProv. D.I Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan padabulan Februari sampai April 2019.Data hasil dari wawancara, pengamatanlangsung, dan dokumentasi, selanjutnya diolahdengan direduksi dan dikelompokkan sesuaidengan indikator yang telah ditentukan dalamkonsep penelitian. Namun bukan berarti semuadata harus terkumpul terlebih dahulu untuk bisamengolah data, karena penelitian kualitatif bisamengolah data pada saat pengumpulan data. Datayang tidak sesuai bisa dieliminasi. Sedangkanpenyajian data dilakukan dalam bentuk teks,gambar, tabel maupun bagan yang disesuaikandengan kategori-kategori dalam kerangka konseppenelitian. Penelitian ini menggunakan teknikanalisis data dari Miles dan Huberman (2005)dimana terdapat empat macam analisis datakualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data,penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Penelitian dibatasi pada proses difusi inovasiSAKTI yang dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaanyang diwakili oleh Kanwil Ditjen PerbendaharaanProv. D.I. Yogyakarta. Jadi proses difusi SAKTI yangdilakukan oleh kantor lain tidak dideskripsikandalam penelitian ini.
4. ANALISIS DAN PEMBAHASANBagian ini menjelaskan hasil temuan-temuanselama penelitian. Data yang disajikan didapat olehpeneliti dari KPP Sleman dan instansi yangbertanggung jawab dalam implementasi SAKTIyaitu Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dalamhal ini Direktorat Sistem Informasi dan TeknologiPerbendaharaan dan Kanwil DJPBN Provinsi D.I.Yogyakarta. Data tersebut dianalisis sehingga dapatmenggambarkan bagaimana proses difusi danproses adopsi atas pelaksanaan program SAKTI.
4.1. SAKTI sebagai Kebutuhan dalam

Pengelolaan Keuangan NegaraSebagai sebuah inovasi, SAKTI harusmemenuhi berbagai kriteria sehingga dapat masukdikategorikan sebagai sebuah inovasi. Inovasimemiliki arti sebagai sesuatu yang baru, kemudianRogers memberikan penjelasan lanjutan bahwakebaruan tersebut diukur secara subyektif,menurut pandangan individu yang menangkapnya.Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang, makaitu adalah inovasi (bagi orang itu). “Baru” dalam ideyang inovatif tidak berarti harus baru sama sekali.
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Kebaruan SAKTI sudah dibuktikan dengan kondisisaat ini bahwa sebelum menggunakan SAKTI, parapengelola keuangan di KPP Sleman telahmenggunakan bermacam aplikasi diantaranyaseperti RKA-KL, SIMAK-BMN, SAS, PERSEDIAAN,SILABI, SAIBA dan lain-lain. Hal itu menunjukkanadanya bermacam aplikasi yang digunakan olehKPP Sleman kemudian muncul aplikasi baru yangmerupakan sebuah inovasi yang disebut denganSAKTI yang dibuat oleh Ditjen Perbendaharaan.SAKTI muncul sebagai sebuah sistem inovasi didalam bidang pengelolaan keuangan negara danmerupakan buah dari semangat reformasi dalambidang pengelolaan negara Perundanganmengamanatkan kepada Ditjen Perbendaharaanuntuk menciptakan suatu pengelolaan keuanganyang handal, membuat sistem menjadi lebihsederhana, karena sistem yang ada sekarang dirasasangat memberatkan bagi sebagian pengguna. Halitu dapat dimaklumi karena memang denganbanyaknya aplikasi membuat pekerjaan menjaditidak efektif. Di sisi Kuasa Bendahara Umum Negara,SAKTI diperlukan sebagai tandem dari aplikasi yangsebelumnya telah berjalan yaitu SPAN. SPANmembutuhkan inputan-inputan spesifik yang hanyadengan SAKTI inputan tersebut dapat dipenuhi.Sehingga hanya dengan SAKTI sistem pengelolaankeuangan dapat berjalan sempurna baik dari sisipengguna anggaran (KementerianNegara/Lembaga) maupun Kuasa BendaharaUmum Negara (Kementerian Keuangan). Dengankata lain, SAKTI dapat dikatakan sebagai “jodohnyaSPAN”.Sementara itu, Ditjen perbendaharaan sebagaipemilik program juga menganggap kemunculanSAKTI sebagai kemudahan sebuah sistem dalamkonteks pemanfaatan teknologi informasi. Haltersebut dikaitkan dengan visi institusi yangberkeinginan menjadi pengelola keuangan negarayang unggul di tingkat dunia. Untuk itu SAKTIdipandang sebagai sebuah jawaban dalam rangkamewujudkan visi tersebut. Oleh sebab itu, makakiranya tidak berlebihan jika SAKTI dikatakansebagai sebuah kebutuhan dalam pengelolaankeuangan negara yang memanfaatkan teknologiinfomasi.
4.2. Penggunaan Saluran Komunikasi dalam

Penyebaran Inovasi SAKTIProses difusi inovasi SAKTI menunjukkanbahwa terdapat berbagai macam salurankomunikasi yang digunakan. Setidaknya ada dualembaga formal yang mengkomunikasikan SAKTIyaitu Direktorat Sistem Informasi TeknologiPerbedaharaan (Direktorat SITP) dalam hal iniSeksi Publikasi, Komunikasi dan Sistem Informasi(Seksi PKSI) dan Kanwil DJPBN Provinsi D.I.Yogyakarta dalam hal ini Bidang Supervisi KPPNdan Kepatuhan Internal (Bidang SKKI) pada Seksi

Supervisi Teknis Aplikasi (Seksi STA). Sedangkansaluran komunikasi yang digunakan dibagi menjadidua kategori yaitu media interpersonal dan mediamassa baik dari cetak maupun media online. Padakomunikasi interpersonal dilakukan seperti FGD,pelatihan dan pendampingan. Untuk salurankomunikasi cetak diantaranya Flyer (pamflet),
banner (spanduk), poster, brosur dan surat.Sementara saluran berbasis online misalnya group
whatsapp, survey online, youtube, aplikasi PanduSAKTI, google sites dan video conference. Sedangkanmedia sosial seperti facebook, instagram dan twittertidak digunakan dalam proses difusi SAKTI.Beberapa hal yang menjadi catatan penelitidiantaranya adalah media cetak seperti flyer, bannerhanya diproduksi secara terpusat dan KanwilDJPBN Provinsi DIY sekedar meneruskan mediayang telah diproduksi ke calon pengguna SAKTI diKPP Sleman. FGD memiliki kaitan erat dengandukungan pimpinan, hal ini juga tampak dariperhatian pimpinan di KPP Sleman atasimplementasi SAKTI. Untuk mempercepat lajuinformasi group whatsapp adalah yang palingefektif digunakan, sehingga sebelum kegiatanberlangsung biasanya informasi awal disampaikanmelalui whatsapp. Survey yang dilakukan olehDirektorat SITP diselenggarakan sebagai dasaruntuk mengetahui kesiapan pengguna SAKTI.Untuk menjangkau wilayah yang lebih luasdengan tema umum maka youtube dan video
conference menjadi media paling efektif, bahkanbeberapa informan menyatakan senang denganadanya video tutorial di kanal youtube. Inovasi lainterkait saluran komunikasi yaitu diciptakannyaPandu SAKTI oleh Direktorat SITP dan websitekhusus oleh Kanwil DJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta.Pandu SAKTI dirasa kurang familiar dan bahkanpeneliti tidak menemukan pengguna memilikiaplikasi pandu SAKTI tersebut, meskipun kontendari aplikasi Pandu SAKTI sangat lengkap.Kegiatan pelatihan dan pendampingandilakukan oleh para trainer dan pendamping
trainer. Kemunculan pendamping trainerdisebabkan oleh kurang optimalnya peran trainer.Dari hasil pengamatan menunjukkan bahwa yanglebih dominan berperan adalah pendamping
trainer. Kelancaran komunikasi dari trainer ataupendamping trainer juga dipicu dari kesamaan yangada antara calon pengguna SAKTI dengan traineratau pendamping. Hal ini sesuai dengan konsepyang ditawarkan Rogers mengenai homophily.
Trainer inilah yang kemudian bertindak sebagaiagen perubahan.Kekurangan lain yang ada pada salurankomunikasi terlihat pada modul-modul yangdiproduksi. Beberapa informan mengatakan modultersebut telah kadaluarsa sehingga tidak relevanlagi. Selain itu, pelatihan yang diselenggarakan
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disimpulkan kurang berjalan dengan baik. Hal inidisebabkan karena pelatihannya kurang detail danlengkap, jumlah trainer dirasa kurang memadai dantidak terdapat pelatihan khusus untuk pejabat.Namun disisi lain, pendampingan berjalan baik danoleh adopter dikatakan memuaskan. Kekuranganyang lain ialah tidak ada kegiatan-kegiatan khusus
(special event) yang dibuat untuk SAKTI dengandalih keterbatasan dana.
4.3. Tahapan dalam Proses Difusi Inovasi

SAKTIElemen difusi inovasi yang ketiga adalahwaktu. Elemen waktu berkaitan dengan gambaranumum tentang kapan suatu inovasi diputuskanuntuk diterima atau ditolak. Dengan menganalisiselemen waktu, maka dapat diketahui sejak kapaninovasi itu muncul dan sejak kapan pula inovasi ituditerapkan. Elemen waktu penting dalam prosesdifusi inovasi dan berkaitan dengan elemen yanglainnya. Elemen satu dengan elemen yang lain salingmempengaruhi dalam proses difusi. Hal inidikarenakan dalam tahapan proses difusi inovasiterdapat tahapan keputusan, dimana dalam tahapini individu atau kelompok sasaran menerima ataumenolak suatu inovasi. Apabila seorang individumenerima inovasi, maka pada tahap ini inovasibekerja. Keputusan menerima atau menolak akansuatu inovasi sangat berkaitan terhadap dimensiwaktu. Setidaknya dimensi waktu terlihat dalam (a)proses pengambilan keputusan inovasi, (b)keinovatifan seseorang (relatif lebih awal atau lebihlambat dalam menerima inovasi), dan (c) kecepatanpengadopsian inovasi dalam sistem sosial.Penelitian ini membagi eleman waktu menjaditiga tahapan yaitu tahap persiapan, tahap sosialisasidan tahap implementasi. Tahap persiapan diawalidengan terbitnya peraturan tentang pelaksanaan
piloting SAKTI yang menjadi dasar implementasiSAKTI. KPP Sleman menjadi salah satu targetimplementasi. Direktorat SITP c.q. Seksi PKSImengelar forum-forum terbatas di level pimpinanuntuk mendapatkan dukungan. Begitu pula KanwilPerbendaharaan menggelar hal yang serupa ditingkat daerah. Survey sebelum implementasidilakukan untuk mendapatkan pengetahuantentang kesiapan SAKTI. Dukungan dari pihak lainseperti Biro KLI Kementerian Keuangan diupayakanuntuk didapatkan. Langkah terakhir dalam tahappersiapan adalah pembentukan trainer. Trainerbertugas untuk mengkomunikasikan SAKTI. Bukanhanya sekedar menginformasikan, tetapi terlibataktif sehingga harapannya calon pengguna SAKTImau menerima dan menggunakan SAKTI. Namunpelatihan untuk para trainer timbul beberapapersoalan yang disebabkan oleh peserta TOT bukanpemegang user SAKTI. Untuk mengatasi hal ini,maka dibentuklah tim yang disebut denganpendamping trainer.

Pada tahap sosialisasi dilakukan menggunakanseluruh saluran komunikasi yang ada baik secarainterpersonal maupun dengan menggunakansaluran komunikasi massa seperti youtube. Tahapini memiliki tujuan untuk memperkenalkan aplikasiSAKTI sehingga muncul kesadaran dan responpositif dari pengguna SAKTI. Setelah timbul responpositif diharapkan calon pengguna akan memahamidan bersedia menerima dengan menerapkanaplikasi SAKTI sebagai pengganti aplikasi yang telahada sebelumnya. Respon positif ditunjukkanmelalui pengiriman peserta untuk mengikutikegiatan pelatihan, karena idealnya semua tahutentang SAKTI.Dari hasil temuan di lapangan menunjukkanbahwa tahap yang paling penting dalam prosesdifusi inovasi aplikasi SAKTI adalah tahappendampingan. Melalui tahap pendampingan, timpendamping SAKTI (trainer/pendamping trainer)dapat mengetahui sejauh mana kesiapan penggunaaplikasi SAKTI. Selain itu, tahap pendampingandilakukan sebagai upaya percepatan dalam prosesdifusi inovasi aplikasi SAKTI.Pada tahap sosialisasi ada beberapa catatanatas penyelenggaraan pelatihan dan pendampinganyang diselenggarakan yaitu keluhan yang munculdari calon adopter. Keluhan tersebut diantaranyabahwa pelatihan dirasakan oleh calon adopter tidakefektif, pelatihannya kurang menyeluruh karenaada beberapa bagian yang dilewati, kemudianmateri yang disampaikan kurang detail. Disampingitu, muncul keluhan yang menyatakan bahwa
trainer yang dimiliki oleh Kanwil DitjenPerbendaharaan secara jumlah kurang mencukupi.Keluhan tersebut diakui oleh Kanwil DJPBN Prov.D.I. Yogyakarta yang mengaku bahwapenyelenggaraan pelatihan terdapat kekurangandari sisi kompetensi trainer, modul atau materi yangkurang update dan pendanaan. Terlepas darikeluhan yang ada, adopter merasa puas ataspendampingan yang dilakukan oleh
trainer/pendamping trainer. Sementara itu, padatahap implementasi masih ditemui beberapakondisi masih belum sesuai dengan yangsemestinya.
4.4. Struktur Sosial KPP Sleman yang

Menyebabkan Mudah Masukknya sebuah
Inovasi SAKTIDari hasil temuan di lapangan dapatdigambarkan bagaimana sistem sosial yangmempengaruhi proses difusi inovasi SAKTI dandapat diidentifikasi kelompok-kelompok adopter.Menurut Rogers (2003) anggota sistem sosial dapatdibagi ke dalam kelompok-kelompok adopter(penerima inovasi) sesuai dengan tingkatkeinovatifannya atau kecepatan dalam menerimainovasi yaitu innovator atau mereka yang padadasarnya sudah menyenangi hal-hal baru dan sering
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melakukan percobaan. Kedua, early adopter, yaituorang-orang yang berpengaruh, tempat teman-teman sekelilingnya memperoleh informasi danmerupakan orang-orang yang lebih majudibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya.Ketiga, early majority yaitu orang-orang yangmenerima suatu inovasi selangkah lebih dahulu dariorang lain. Kemudian late majority yaitu orang-orang yang baru bersedia menerima suatu inovasibila menurut penilaiannya semua orang disekelilingnya sudah menerima. Terakhir, golonganpenolak (laggard) yaitu lapisan yang paling akhirdalam menerima suatu inovasi.Pada proses difusi inovasi SAKTI di KPPSleman, kelompok-kelompok adopter dimulai darigolongan pengetrap dini (early adopter) yaitu para
trainer dan pendamping trainer yang mengetahuiinformasi awal tentang SAKTI dan berperan dalammenyebarkan SAKTI di KPP Sleman. Para trainerdan pendamping trainer ini yang kemudian menjadi
agen of change. Golongan pengetrap awal (early
majority) adalah pengguna SAKTI yang saat awalmendapatkan informasi langsung berusaha untukmencoba dan mempraktekan tanpa rasa ragu. Adasemacam rasa penasaran dan keingintauan yangbesar dalam dirinya. Hal ini ditunjukkan dengankeberanian adopter untuk coba-coba aplikasiSAKTI.Golongan berikutnya adalah pengetrap akhir(late majority) yaitu para pengguna SAKTI yangbaru menyadari pentingnya aplikasi ini, yangawalnya berusaha mengesampingkan dan tidakpeduli, bahkan dalam dirinya diawalpengetahuannya tentang SAKTI munculkekhawatiran untuk menggunakannya. Terakhiradalah golongan penolak (laggard) sebagai lapisanpaling akhir ini muncul pada saat fase decisiondimana saat pengguna sudah aktif menggunakan,namun yang bersangkutan tidak maumenggunakannya karena alasan rumit dan merasatidak membutuhkan karena sebentar lagi purnatugas misalnya. Termasuk pejabat yang seharusnyamengoperasikan namun memasrahkan kepadaoperator atau bawahannya dengan memberikan
user dan password di aplikasi SAKTI.Pada elemen sistem sosial, inovator perluuntuk memahami sistem sosial yang menjadisasaran penerapan suatu inovasi yang akandisebarluaskan. Elemen sistem sosial berkaitandengan siapa aktor yang terlibat dalam proses difusiinovasi. Dari hasil penelitian ditemukan aktor yangterlibat dalam proses difusi inovasi dikategorikanmenjadi dua yaitu inovator yaitu Direktorat SITPdan adopter yaitu para pegawai KPP Sleman. Secarainstitusi yang terlibat dalam difusi SAKTI antara lainDirektorat SITP sebagai inisiator, Kanwil DitjenPerbendaharaan Prov. D.I. Yogyakarta sebagaikomunikator dan KPP Sleman sebagai adopter.Sementara orang-orangnya bisa diidentifikasi mulai

dari trainer, pendamping trainer, pejabat di KanwilDJPBN Provinsi D.I. Yogyakarta maupun pejabat diDirektorat SITP, bahkan lebih jauh sampai di leveleselon 1 dan Kementerian. Untuk adopter orang-orang yang terlibat seperti pegawai/pejabat KPPSleman, para pengguna SAKTI, dan pejabat-pejabatdi Ditjen Pajak. Keterlibatan banyak pihakmemungkinkan sistem sosial pada proses difusiSAKTI dibagi menjadi dua bagian yaitu lingkunganeksternal dan lingkungan internal adopter.Lingkungan eksternal dapat berupa
trainer/pendamping trainer, dukungan ataukomitmen pimpinan, kebijakan pimpinan,keuntungan yang didapatkan. Denganmenggunakan SAKTI maka pengguna mendapatkanperlakuan yang berbeda saat pengajuan tagihan.Para trainer dan pendamping trainer menurutpandangan adopter memberikan pelayanan yangmemuaskan, sehingga gelar agen perubahan layakdisematkan kepada trainer dan pendamping trainer.Lingkungan eksternal lain yaitu mengalirnyadukungan pimpinan baik dari kebijakannyamaupun teknis pelaksanaan kegiatan sosialisasiseperti pemberian ijin dan kemudahan lain yangdiberikan. SAKTI menjadi salah satu sasaranstrategis dan menjadi IKU di Kanwil DJPBN ProvinsiD.I. Yogyakarta. Kendati begitu, ada saja kekurangandukungan dari pimpinan yaitu terkait denganpendanaan. Sedangkan dari lingkungan internaldapat dilihat dari dukungan pimpinan internal diKPP Sleman, kompetensi pegawai dan nilai-nilaimoral yang dimiliki adopter.
4.5. Proses Adopsi SAKTI di KPP SlemanProses adopsi merupakan langkah-langkahbagaimana seseorang atau individu atau kelompoksosial yang berlangsung dari awal mendapatkaninformasi sampai dengan mau menerapkan sebuahinovasi. Rogers (2003) mengatakan bahwa prosesadopsi tidak berhenti segera setelah suatu inovasiditerima atau ditolak, namun ada tahapan satu lagiyaitu konfirmasi setelah suatu inovasi diterapkan.Tahapan proses adopsi ialah knowledge, persuasion,
decision, implementation dan confirmation. Bahasanhanya akan menyajikan sampai dengan tahapimplementasi, karena penerapan SAKTI di KPPSleman tergolong baru, sehingga belum terlihatbagaimana para pengguna SAKTI melakukankonfirmasi atas inovasi SAKTI yang telahditerapkan.Pada tahap pengetahuan seseorang belummemiliki informasi mengenai inovasi baru, sehinggainformasi mengenai inovasi tersebut harusdisampaikan melalui berbagai saluran komunikasiyang ada. Keberadaan aplikasi SAKTI diketahuimelalui beberapa sumber baik sumber formalmelalui surat maupun sumber informal dalamkonteks komunikasi interpersonal saat seorangcalon pengguna SAKTI tanpa sengaja bertemu
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seorang wanita di KPPN Yogyakarta. Selain itu,informasi juga datang melalui forum informalseperti grup whatsapp. Diawal penerimaaninformasi mengenai SAKTI, adopter terkesanmengesampingkan, meskipun kesan ini tidakberlangsung lama. Setelah ada himbauan daripimpinannya, baru kemudian mulai munculkepedulian. Sejak saat itu kesadaran akankeberadaan SAKTI mulai tumbuh di benak calonpengguna SAKTI, sehingga mulai timbul keinginanuntuk mengetahui apa itu SAKTI dan bagaimanamenggunakan SAKTI tersebut.Untuk pengetahuan tentang caramenggunakan inovasi didapatkan dari para
trainer/pendamping trainer baik melalui kegiatanpelatihan/pendampingan maupun melalui media-media yang disediakan oleh Kanwil DJPBN ProvinsiD.I. Yogyakarta seperti website khusus dan groupWA. Media sosial seperti facebook, instagram dan
twitter, dari keterangan informan menunjukkanbahwa media-media tersebut tidak digunakan. Darimedia tersebut adopter memperolehmateri/informasi tentang SAKTI, sehingga dapatdikatakan bahwa materi mudah didapatkan. Bentuklain seorang adopter mendapatkan pengetahuanadalah dari pelatihan dan pendampingan yangdiselenggarakan. Dari pelatihan tersebut dilakukanuji coba pengoperasian SAKTI dimana daripelatihan inilah pemahaman lebih mendalamtentang SAKTI didapatkan.
4.6. Proses Pencarian Informasi para

Pengguna SAKTIPada proses pencarian informasi individutertarik pada inovasi dan aktif mencariinformasi/detail mengenai inovasi. Tahap ini terjadilebih banyak dalam tingkat pemikiran calonpengguna. Inovasi yang dimaksud berkaitan dengankarakteristik inovasi itu sendiri, dimana SAKTImemiliki keuntungan dalam sisi kepraktisandibanding dengan aplikasi yang lama. SAKTItergolong memberikan kenyamanan kepadapenggunanya dan layanan yang diberikan oleh
trainer/pendamping trainer sehinggameningkatkan kepuasan adopter. Selain itu, SAKTIselaras dengan nilai-nilai dan kebutuhan akan datayang real time. Dari inovasinya sediri, SAKTI mudahdipahami dan informasi mengenai inovasi mudahdidapatkan. Kendati begitu, dari aspek trialabilitySAKTI diuji hanya saat diselenggarakan pelatihan.Jika dibandingkan dengan aplikasi lama, SAKTItidak terlalu jauh berbeda, perbedaan hanyanampak pada saat pengajuan tagihan pembayaranke KPPN.Sebenarnya tanpa mencari secara aktif punKanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. D.I. Yogyakartasecara aktif akan mempromosikan SAKTI melaluisaluran yang dimiliki termasuk menggerakkan para
trainer/pendamping trainer untuk aktif dalam

kegiatan penyuluhan. Pencarian informasi dimulaisaat muncul kesadaran terhadap media-mediapublikasi SAKTI. Meskipun diawal kesadaran akanhadirnya aplikasi SAKTI diakui oleh penggunabahwa mereka sempat mengesampingkan, namunberangsur berkurang setelah ada himbauan daripihak tertentu.
Adopter berinisiatif mencari informasitambahan informasi melalui berbagai media.Termasuk download modul di website atau di mediaseperti di youtube. Dengan kata lain, untukmendapatkan modul tersebut, pengguna harus aktifmencari pada website tertentu. Metode lain untukmendalami SAKTI yaitu dengan cara coba-coba danmemanfaatkan saluran resmi milik DitjenPerbendaharaan yaitu HAI DJPBN. Disamping itu,saluran komunikasi interpersonal juga tampak saatpengguna SAKTI berkonsultasi melalui Customer

Service Officer (CSO) di KPPN. Dari hasil penelitianmenunjukkan bahwa mereka menyatakan puassetelah mengetahui manfaat dari aplikasi SAKTI,sehingga dapat dikatakan bahwa adopter menyukaihadirnya aplikasi SAKTI.
4.7. Keputusan Menerapkan Inovasi SAKTIDari hasil penelitian muncul beberapa perilakuyang tampak diantaranya adalah kesediaan untukmenerapkan SAKTI, rasa puas setelah mengetahuikeunggulan-keunggulan SAKTI. Namun temuanjuga menunjukkan bahwa ada pegawai yangterkesan terpaksa menggunakan SAKTI. Datamenunjukkan bahwa keputusan dalamimplementasi SAKTI, dipicu dari munculnyahimbauan dan pengawasan yang dilakukan olehkantor pusat DJP. Dengan kata lain, pimpinan di KPPSleman memiliki peran penting dalam pengambilankeputusan.Dari penjelasan tersebut dapat dikatakanbahwa inovasi SAKTI jika dilihat dari asal keputusanitu dibuat, maka adopter mau mengadopsi aplikasiSAKTI disebabkan karena mendapat pengawasandari pimpinan. Oleh karena itu, pada implementasiSAKTI di KPP Sleman dapat dikatakan bahwa tipekeputusannya adalah tipe keputusan inovasiotoritas. Kendati begitu, peneliti juga menemukankeputusan untuk menerapkan aplikasi SAKTIdengan tipe keputusan inovasi individual (optional).Hal ini karena menurut keterangan yang didapatkanbahwa ada pegawai yang secara sukarela maumenggunakan aplikasi SAKTI karena melihatkelebihan atau keunggulan yang dimiliki SAKTIserta harapan bahwa SAKTI dikemudian hari akanmenjadi aplikasi SAKTI yang sesuai dengankeinginan pengadopsi. Disamping itu, ada pegawaiKPP Sleman yang setelah mendengar tentangaplikasi SAKTI masih tetap tidak berkeinginanuntuk menerapkannya dalam pekerjaan.



PROSES DIFUSI INOVASI PROGRAM SISTEM APLIKASI KEUANGAN Indonesian Treasury Review Vol.4, No.4, (2019), Hal.323-337TINGKAT INSTANSI (SAKTI): STUDI KASUS PADA DITJENPERBENDAHARAAN DI D.I. YOGYAKARTA TAHUN 2018
333

4.8. Penerapan SAKTI di KPP SlemanTahap implementasi ini berlangsung keaktifanbaik mental maupun perbuatan. Keputusanpenerimaan gagasan atau ide baru dibuktikandalam praktek. Penelitian melihat praktekpenerapan aplikasi oleh pegawai KPP Sleman danmembandingkan dengan prosedur yangseharusnya. Dengan kata lain, untuk mengetahuibagaimana inovasi dijalankan, maka perlu melihatbagaimana seharusnya SAKTI dijalankan kemudiandibandingkan dengan kenyataan bagaimana SAKTIdi terapkan.Untuk setiap proses, fungsi pembayaranmisalnya, maka disetiap tingkatan ada proseduryang harus dilalui, dari operator, validator hinggake approval. Dari hasil penelitian menunjukkanbahwa terdapat beberapa orang yang merangkap
user, artinya satu orang yang seharusnya memilikikewenangn fungsi tertentu, namun kenyataanyadirangkap dengan fungsi yang lain. Terkait dengan
leveling dan peran-peran operator, validator, dan
approval, tampaknya ada pegawai di KPP Slemantidak menjalankan sesuai prosedur, mereka lebihmemilih untuk memasrahkan kepada orang lainyang seharusnya bukan kewenangannnya. Bahkanditemukan pegawai/pejabat yang memberikan PINkepada seorang pelaksana yang sebenarnya tidakmemiliki kewenangan.Dari hasil temuan menunjukkan bahwapenerapan SAKTI di KPP Sleman dapat dikatakanbelum sesuai dengan prosedur yang seharusnya.Inovasi tidak diterima oleh semua pegawai, bahkanada yang menghindarinya, hal ini mungkindisebabkan karena keterbatasan pengetahuan dankeengganan untuk melakukan perubahan. Selainitu, dilihat dari inovasinya komputer yang akandigunakan untuk pengoperasian SAKTI harusmemiliki spesifikasi khusus agar dapat digunakanuntuk menjalankan aplikasi SAKTI. Oleh sebab itu,menurut peneliti aplikasi SAKTI dalam pandanganpeneliti masih perlu perbaikan. Terlepas dengan haltersebut, nyatanya mayoritas pengguna SAKTI diKPP Sleman telah mampu mengoperasikan aplikasiSAKTI dengan baik.
4.9. Harapan setelah penerapan SAKTI, Faktor

Pendukung dan Faktor Penghambat
Proses Adopsi SAKTI di KPP SlemanHarapan menurut asalnya dapat dibedakanmenjadi dua yaitu dari pengguna SAKTI di KPPSleman dan harapan yang muncul dari pihakkomunikator. Harapan dari pengguna SAKTIdiantaranya adalah harapan bahwa kelak pengajuantagihan benar-benar tidak perlu datang ke KPPN.Hal ini disebabkan karena meskipun telahmenggunakan SAKTI, namun kenyataannya dalampengajuan tagihan masih memerlukan hardcopy.SAKTI juga diharapkan mengikuti perkembanganterkait spesifikasi yang dibutuhkan untuk dapat

dimplementasikan. Selain itu, harapan tentangperbaikan pelatihan yang diselenggarakan jugamuncul khusunya pelatihan untuk pejabat danmateri yang disampaikan lebih menyeluruh. Khususpelayanan konsultasi melalui media informal,pengguna SAKTI mengharapkan agar memperolehrespon cepat dalam memberikan solusi ataskendala-kendala yang ada. Sedangkan harapan daripihak penyampai pesan agar lebih mengoptimalkanperan trainer dalam memberikan penyuluhan danmendorong kerjasama yang baik dengan balai diklatuntuk kesuksesan implementasi SAKTI.Beberapa faktor pendukung yangmempercepat proses adopsi diantaranya adalahpertama dari inovasinya yang menurut adoptermudah dipahami. Kemudahan ini tidak terlepas daripengalaman masa lalu yang dimiliki oleh adopter.SAKTI juga dirasakan cocok untuk dapatmenggantikan aplikasi-aplikasi sebelumnya karenakebutuhan dengan pencairan dana di KPPN. Kedua,saluran komunikasi yang digunakan untukmengkomunikasikan SAKTI banyak ragamnya.Kemudian adanya pendampingan dirasakan sangatmembantu adopter untuk lebih memahami tentangSAKTI. Ketiga, peran pimpinan yang ikut terlibatdan selalu mengawasi, mengontrol dan mengikutisetiap proses dari sosialisasi awal hinggaimplementasi. Keempat, faktor homophily dari
adopter dan peyampai pesan. Terakhir, sinergi dankerjasama yang baik antar lembaga atau institusiformal yang terlibat dalam implementasi SAKTIbaik dari Direktorat SITP, Kanwil, Ditjen Pajak, Balaidiklat dan Biro KLI.Sedangkan beberapa faktor penghambatproses adopsi yakni pertama inovasi SAKTImenurut pandangan adopter sering mengalamigangguan, hanya dapat beroperasi dalam jaringanintranet dan ditemukannya minimum spesifikasikomputer untuk dapat menjalankan SAKTI. Kedua,Pola mutasi yang tiba-tiba ini tidak dapatdiantisipasi sebelumnya, sehingga menimbulkanmasalah dalam keberlanjutan penerapan aplikasiSAKTI. Kemudian pelatihan yang diberikan kurangmemadai serta tidak ada pelatihan yang ditujukankhusus bagi pejabat. Selain itu, materi atau modulyang ada beberapa sudah tidak relevan. Faktor dari
trainer/pendamping trainer memiliki tugas lainselain bertugas sebagai trainer/pendamping
trainer. Terakhir, faktor pendanaan di manakegiatan yang berkaitan dengan SAKTI tidakmendapat dukungan khusus dari kantor pusatDitjen Perbendaharaan.
5. KESIMPULAN DAN SARANPenelitian ini dilandasi oleh kemunculan SAKTIsebagai inovasi dibidang pengelolaan keuanganyang diciptakan Ditjen Perbendaharaan. Saatimplementasinya timbul bermacam permasalahan
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yang dimulai dari penundaan waktu implementasisampai dengan masalah teknis terkait komunikasiyang terjalin antara inisiator program dengan calonpenerima program. Oleh sebab itu, penelitimencoba menggambarkan bagaimana proses difusidan adopsi SAKTI. Dari penggambaran tersebutakan memberikan pemahaman yang utuh sehinggapenelitian ini diharapkan memiliki analisa yang baikuntuk kemudian dapat digunakan dalammerumuskan langkah-langkah strategis untukpercepatan implementasi SAKTI. Dari paparan yangtelah diuraikan, maka dapat dikatakan bahwaSAKTI telah memenuhi kriteria untuk dapatdikatakan sebagai sebuah inovasi dan digadang-gadang sebagai sistem alternatif yang ditunggukehadirannya dalam bidang pengelolaan keuangandengan memanfaatkan kemajuan teknologiinfomasi.Penyebaran SAKTI melalui berbagai macamsaluran komunikasi yang memiliki karakteristikdan penggunaan masing-masing. Dari hasilpenelitian menunjukkan bahwa pendampinganmemiliki andil paling besar dalam prosesimplementasi SAKTI, sementara media sosialseperti facebook, instagram dan twitter tidakdigunakan dalam proses difusi SAKTI. Padakegiatan pelatihan dan pendampingan munculsebuah tim yang disebut dengan pendamping
trainer. Kemunculan pendamping trainerdisebabkan oleh kurang optimalnya peran trainer.Kendati begitu, komunikasi yang terjalin antara
trainer/pendamping trainer dengan adopter dapatdikatakan lancar karena dipicu oleh adanyakesamaan atau sifat homophily diantara keduanya.
Trainer/pendamping trainer inilah yang kemudianbertindak sebagai agen perubahan.Dilihat dari segi waktu, proses difusi dapatdibagi menjadi 3 (tiga) tahap yaitu tahap persiapan,tahap sosialisasi dan tahap implementasi. Tahappersiapan diawali dengan terbitnya peraturan-peraturan, pelaksanaan survey kesiapan, sampaipembentukan trainer. Pada tahap sosialisasi adabeberapa catatan atas penyelenggaraan pelatihandan pendampingan yang diselenggarakan yaitukeluhan yang muncul dari calon adopter. Keluhantersebut diantaranya adalah pelatihan dirasakanoleh calon adopter tidak efektif. Sementara tahapimplementasi timbul beberapa persoalan yangditunjukkan oleh penerapan SAKTI di beberapakondisi masih belum sesuai dengan yangsemestinya.Secara institusi dan pelaku proses difusi inovasiSAKTI melibatkan banyak pihak, sehingga sistemsosial dapat dibagi menjadi dua bagian yaitulingkungan eksternal dan lingkungan internal
adopter. Lingkungan eksternal diantaranya
trainer/pendamping trainer, dukungan ataukomitmen pimpinan, kebijakan pimpinan,

keuntungan yang didapatkan. Sedangkan darilingkungan internal dapat dilihat dari dukunganpimpinan internal di KPP Sleman, kompetensipegawai dan nilai-nilai yang dimiliki adopter.Anggota sistem sosial juga dapat dibagi ke dalamkelompok-kelompok adopter sesuai dengan tingkatkeinovatifannya yang dimulai dari kelompok
adopter hingga golongan laggard yang masih tetaptidak mau menggunakan SAKTI karena alasan rumitdan merasa tidak membutuhkan.Untuk proses adopsi SAKTI di KPP Slemandimulai dari tahap pengetahuan. Keberadaanaplikasi SAKTI diketahui melalui beberapa sumberbaik sumber formal maupun sumber informal.Diawal penerimaan informasi mengenai SAKTI,
adopter terkesan mengesampingkan, meskipunkesan ini tidak berlangsung lama. Untukpengetahuan tentang cara menggunakan inovasididapatkan dari para trainer/pendamping trainerbaik melalui kegiatan pelatihan/pendampinganmaupun melalui media-media yang disediakan.Pada proses pencarian informasi individu tertarikpada inovasi dan aktif mencari informasi/detailmengenai inovasi. SAKTI menunjukkankarakteristiknya sehingga inovasi tersebut dapatmudah untuk diterima. Keuntungan yangdidapatkan oleh adopter sebagian besar berkaitandengan praktek ketimbang dari segi ekonomis.Dengan kata lain, dilihat dari karakteristik inovasi,SAKTI memiliki keuntungan dalam sisi kepraktisandibanding dengan aplikasi yang lama.Pencarian informasi tambahan oleh adopterdilakukan melalui berbagai media seperti downloadmodul di website dan di youtube. Dari penggalianinformasi tersebut, adopter kemudian menimbangkeuntungan/kerugian dari menggunakan inovasidan memutuskan apakah akan mengadopsi ataumenolak inovasi. Jika dilihat dari asal keputusan itudibuat, adopter mau mengadopsi aplikasi SAKTIdisebabkan karena mendapat pengawasan daripimpinan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwatipe keputusannya adalah tipe keputusan inovasiotoritas. Kendati begitu, peneliti juga menemukankeputusan penerapan aplikasi SAKTI dengan tipekeputusan inovasi individual (optional).Melihat penerapan SAKTI di KPP Slemanmenunjukkan bahwa terdapat beberapa orang yangmerangkap user. Tekait dengan leveling dan peran-peran operator, validator, dan approval, tampaknyaada pegawai di KPP Sleman tidak menjalankansesuai prosedur, mereka lebih memilih untukmemasrahkan kepada orang lain yang seharusnyabukan kewenangannnya. Bahkan ditemukanpegawai/pejabat yang memberikan PIN kepadaseorang pelaksana yang sebenarnya tidak memilikikewenangan. Dengan kata lain, penerapan SAKTI diKPP Sleman dapat dikatakan belum sesuai denganprosedur yang seharusnya. Oleh sebab itu, dalam
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pandangan peneliti aplikasi SAKTI masih perludilakukan perbaikan.Berdasarkan analisa dan pembahasan di atas,maka peneliti menyimpulkan bahwa SAKTIdibutuhkan dalam pengelolaan keuangan di KPPSleman. Penyebaran SAKTI melalui berbagai macamsaluran komunikasi dengan pendampingan sebagaikunci keberhasilan implementasi yang dilakukanoleh para trainer. Percepatan difusi didukungdengan sifat homophily antara agen perubahan dan
adopter serta lingkungan eksternal dan internalyang mendukung. Kendati begitu, masih ditemuibeberapa persoalan pada inovasinya, salurankomunikasi serta kecakapan trainer. Pada prosesadopsi, keuntungan dari sisi praktek dirasakan
adopter lebih dominan ketimbang dari sisikeuntungan ekonomis. Keputusan inovasi bersifatotoritas karena cenderung dipengaruhi oleh peranpimpinan, sedangkan pada tahap implementasimasih ditemui beberapa prosedur yang tidak sesuaidengan yang seharusnya dilakukan.Bertolak dari kesimpulan di atas, penelitimelihat ada beberapa hal yang perlu ditingkatkanagar proses adopsi Sistem Aplikasi KeuanganTingkat Instansi (SAKTI) dapat berjalan lebihmaksimal dan berhasil. Pertama dari sisi DirektoratSITP sebagai pemilik program SAKTI sebaiknyaperlu melakukan evaluasi atas program SAKTI,sehingga ketika digunakan oleh adopter tidakmenimbulkan permasalahan atau gangguan yangsifatnya teknis. Perbaikan mengenai SAKTI sebagaisebuah aplikasi perlu memperhatikan jugaperkembangan teknologi saat ini, sehingga kendala-kendala mengenai minimum spesifikasi bisadihindarkan. Selain itu, perlu mempertimbangkanpengembangan sistem yang lebih kontemporermenggunakan basis web, karena SAKTI yang saat iniditerapkan masih menggunakan basis desktop.Pelaksanaan pelatihan dan pendampinganperlu ditingkatkan, karena menurut datadilapangan banyak ditemukan keluhan dalampelaksanaan pelatihan. Perlu penambahankuantitas pelatihan agar semua materi dapatdiberikan secara menyeluruh dan mendetail.Kampanye tentang program SAKTI juga perludilakukan bukan hanya sebatas kepada penggunaaplikasi SAKTI, namun juga seluruh pegawai yangmenjadi sasaran program SAKTI. Jadwal dan skemapelatihan berdasarkan modul SAKTI juga perludikomunikasikan dengan baik kepada para
trainer/pendamping trainer, sehingga dalammenjalankan tugasnya trainer/pendamping trainerakan lebih sistematis dan terarah. Terkait denganpelatihan, perlu diselenggarakan pelatihan khususuntuk pejabat, karena pejabat disampingmengawasi keberlangsungan proses implementansiSAKTI, sebenarnya mereka juga ikut terlibat dalampengoperasian aplikasi SAKTI.

Dalam promosi SAKTI, Ditjen perbendaharaanhendaknya lebih aktif lagi dalam memanfaatkanmedia komunikasi. Perlu dibuat mapping mediakomunikasi apa yang paling disukai dandimanfaatkan oleh adopter di KPP Sleman dalampencarian informasi tentang SAKTI. Dari hasiltemuan penggunaan media sosial (facebook,
instagram, twitter) sebagai saluran komunikasitidak dilakukan. Untuk itu perlu dipertimbangkanpenggunaan media-media tersebut. Di sampingpenggunaan media, materi atau modul yang telahtersedia perlu dievaluasi karena beberapadiantaranya sudah tidak relevan dengan prosesbisnis SAKTI terkini. Modul harus di-updatesehingga memberikan kemudahan dan ketepatanpetunjuk tentang pengoperasian SAKTI. Disampingpelatihan/pendampingan perlu juga dibuatkegiatan-kegiatan khusus untuk mempromosikanSAKTI, karena selama ini special event belum pernahdilakukan.

Trainer/pendamping trainer sebagai agent of
change diberi pelatihan yang mencukupi sehinggadapat menyampaikan atau melakukan transferpengetahuan dengan baik kepada adopter. Perludiperhatikan seleksi bagi para trainer sehinggamenghasilkan trainer yang mumpuni dibidangtugasnya. Jika trainer dapat berperan optimal, makakeberadaan pendamping trainer dapat ditiadakan.Khusus untuk Direktorat SITP, agar implementasiSAKTI berjalan dengan lancar, maka dukungan darisisi pendanaan sangat dibutuhkan, karena hal iniakan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yangdiselenggarakan.
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